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Dlundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi 

Nomor 16 Tahun 2021 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 16 TAHUN 2021 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 



a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian penggunaan anggaran 
dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, 
kewajiban kepada Pihak Ketiga yang belum dibayarkan pada Tahun 
2020, dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah 
diarahkan penggunaannya clan belum teranggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 
2021, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut 
perlu dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 130 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Bekasi Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut perlu ditetapkan kembali 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran _Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang 
Pengelolaan Tran sf er ke Dae rah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 888); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4); 



Memperhatikan: Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 
SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

s 

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 
Nomor 99); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2017 Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 
Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2018 Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7); 

40. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 
Nomor 130); 

41. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 903/Kep.85-BPKD/2021 tentang 
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
Anggaran 2021. 
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B. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga 
harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp6.698.231.090.794,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp430.530.147.430,00 
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp7.128. 761.238.224,00 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp923.485.812.477,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp243.128.328. l 79,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rpl.166.614.140.656,00 
b. Pengeluaran 

1) Semula Rp0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp0,00 
Pembiayaan Netto 

1) Semula Rp 923.485.812.477,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 243.128.328.179 ,00 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rpl.166.614.140.656,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 

Rp5. 962.14 7 .097 .568,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan 

Rp5. 774. 745.278.317 ,00 
Rp187.401.819.251,00 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 
2021 semula sebesar Rp6.698.231.090.794,00 bertambah sebesar 
Rp430.530.147.430,00 sehingga menjadi Rp7.128.761.238.224,00 dengan rincian 
se bagai beriku t : 

1. Pendapatan Daerah 

Pasal 2 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2020 Nomor 130) diubah sebagai berikut : 

A. Ketentuan Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp6.698.231.090.794,00, diubah sehingga harus 
dibaca sebagai berikut: 

Pasall 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 130 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 
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"H. 

f BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 16 

Diundangkan di: Cikarang Pusat 
Pada tang 1 : 25 Mei 2021 f 'Pfs RE'E RIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,1., 

H. EKA SUPRIA ATMAJA 

t.t.d 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di: Cikarang Pusat 
pada tanggal : 25 Mei 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

.. 


